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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the limitations faced by persons with disabilities in 

accessing employment and participating in vocational training in Magelang City. 

A descriptive quantitative approach was employed, and data were collected 

through a survey involving 257 persons with disabilities across 17 urban villages 

in Magelang City. The data were analyzed using quantitative descriptive 

techniques to describe the various barriers experienced by respondents in 

accessing employment and vocational training opportunities. The results showed 

that Magelang City had demonstrated a commitment to becoming an inclusive city; 

however, further improvements were still needed in terms of physical and 

institutional accessibility, as well as the elimination of social stigma that hindered 

the participation of persons with disabilities in the workforce. Collaboration 

among the local government, vocational training institutions, businesses, and the 

community was required to create an inclusive and equitable working environment 

for all citizens. The findings of this study provided a foundation for stakeholders to 

design more responsive policies, training programs, and strategies aimed at 

increasing employment opportunities for persons with disabilities. 

 

Keywords: limitations, persons with disabilities, job training, employment 

opportunities, Magelang City 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan yang dihadapi 

penyandang disabilitas dalam bekerja dan mengikuti pelatihan kerja di Kota 

Magelang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, 

dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 257 penyandang disabilitas di 

17 kelurahan di Kota Magelang. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif untuk menggambarkan bentuk-bentuk hambatan yang dialami 

responden dalam akses terhadap pekerjaan dan pelatihan kerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kota Magelang telah menunjukkan komitmen menuju kota 

inklusif namun masih diperlukan penguatan dalam hal pemenuhan aksesibilitas 

fisik dan kelembagaan serta penghapusan stigma sosial yang menghambat 

partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja. Diperlukan kolaborasi antara 

pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan masyarakat untuk 
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mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan bagi semua 

warga.Implikasi dari penelitian ini menjadi bahan kajian dasar bagi pemangku 

kepentingan dalam merancang kebijakan, program pelatihan serta strategi 

peningkatan kesempatan kerja yang lebih responsif bagi penyandang disabilitas. 

 

Kata Kunci: Keterbatasan, Penyandang Disabilitas, Pelatihan Kerja, 

Kesempatan Kerja, Kota Magelang 

 

PENDAHULUAN 

Penyandang Disabilitas 

memiliki hak yang sama pada segala 

aspek kehidupan baik dalam kedudukan 

hukum, sosial, ekonomi, maupun 

kebudayaan. Menurut Konvensi PBB 

tentang Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities), penyandang 

disabilitas harus menikmati kesetaraan 

dengan orang lain di masyarakat, 

termasuk di pasar tenaga kerja (van der 

Zwan & de Beer, 2021). Penyandang 

Disabilitas pada pasal 5 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia termasuk 

kedalam kelompok masyarakat yang 

rentan dan berhak memperoleh 

perlakuan dan perlindungan lebih 

berkenaan dengan kekhususannya. 

Regulasi dukungan Pemerintah 

Indonesia terhadap pemenuhan hak 

penyandang disabilitas seperti diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 

tentang Penyandang Disabilitas 

menjelaskan hak-hak yang didapatkan 

oleh penyandang disabilitas, salah 

satunya menjamin kelangsungan hidup 

tanpa diskrimasi serta setara. 

Pemenuhan hak penyandang disabilitas 

salah satunya mengenai hak pekerjaan, 

kewirausahaan, dan koperasi yang 

tertuang pada Pasal 11 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2016. Dengan adanya peraturan 

tersebut, masyarakat penyandang 

disabilitas mendapatkan hak 

memperoleh kesempatan yang sama 

dalam bidang ketenagakerjaan. 

Banyak faktor yang 

mempengaruhi rendahnya partisipasi 

disabilitas dalam dunia kerja seperti 

kendala struktural, kultural maupun 

individual dalam keterbatasan akses 

terhadap pekerjaan dan pelatihan kerja 

yang layak (Erissa & Widinarsih, 

2022). Survei yang dilakukan oleh 

(Munsell et al., 2022) kepada pemberi 

kerja menyatakan bahwa tantangan 

terbesar 

dalam memenuhi hak 

penyandang disabilitas pada dunia kerja 

adalah kurangnya kompetensi dari 

pemberi kerja atau Perusahaan untuk 

mendukung kinerja dari penyandang 

disabilitas. Ditambahkan oleh 

(Antonopoulos et al., 2024) bahwa 

terdapat perspektif yang berbeda 

terhadap Perusahaan yang pernah 

merekrut penyandang disabilitas 

dengan yang belum pernah, dijelaskan 

bahwa Perusahaan yang belum 

merekrut penyandang disabilitas 

cenderung memberikan informasi 
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terkait budaya organisasi sebagai 

hambatan serta emosi negatif dari 

perusahaan kepada penyandang 

disabilitas. Hal ini menjadi salah satu 

tantangan pada minimnya kesempatan 

kerja yang inklusif serta masih kuatnya 

stigma sosial terhadap kemampuan 

kerja penyandang disabilitas. 

Hambatan dalam mendapatkan 

pekerjaan yang dihadapi oleh orang 

dengan disabilitas seringkali bersifat 

multifaset, melibatkan karakteristik 

sosiodemografis individu yang 

berinteraksi dengan hambatan vokasi, 

nonvokasi, dan struktural dalam 

mendapatkan dan mempertahankan 

pekerjaan (Scott et al., 2019; Smith et 

al., 2017; Devine et al., 2021). Analisis 

status pekerjaan berdasarkan jenis 

hambatan menunjukkan bahwa banyak 

responden mengalami hambatan yang 

lebih dari satu di berbagai bidang: 

vokasi (kurangnya kualifikasi), non-

vokasi (transportasi yang tidak 

aksesibel), dan struktural (ketersediaan 

pekerjaan yang terbatas, sumber daya 

yang tidak memadai) (Devine et al., 

2021). Program-program 

ketenagakerjaan bagi penyandang 

disabilitas memainkan peran kunci 

dalam membantu penyandang 

disabilitas mengatasi hambatan dalam 

mencari dan mempertahankan 

pekerjaan. Pelatihan kerja yang 

seharusnya menjadi sarana 

pemberdayaan ekonomi justru sulit 

diakses oleh sebagian besar 

penyandang 

disabilitas karena keterbatasan 

informasi, aksesibilitas transportasi, 

maupun kesiapan lembaga pelatihan itu 

sendiri. 

Meskipun kerangka normative 

telah tersedia namun secara 

pelaksanaan masih menghadapi banyak 

sekali kendala sehingga penyandang 

disabilitas mengalami hambatan dalam 

mengakses pelatihan kerjam 

memperoleh pekerjaan atau 

mempertahankan posisi kerja yang 

stabil (Kolyubi et al., 2024). Stigma 

sosial, kurangnya kesadaran dari 

pemberi kerja, dan minimnya sarana 

pendukung menjadi hambatan 

struktural yang nyata (Utami & 

Afriyanti, 2025). Sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa keterbatasan akses 

penyandang disabilitas terhadap 

pelatihan kerja merupakan persoalan 

sistemik yang berakar pada faktor 

struktural dan kelembagaan. 

Keterbatasan informasi terkait pelatihan 

kerja menjadi salah satu karena 

kurangnya informasi mengenai jadwal, 

jenis pelatihan, dan persyaratan 

administrasi sering kali tidak 

disampaikan dalam format yang 

aksesibel bagi penyandang disabilitas 

(Nanda & Herawati, 2021). Selain itu 

meskipun saat ini program pelatihan 

kerja bagi penyandang disabilitas sudah 

diakomodasi di Balai Latihan Kerja 

atau BLK namun pada pelaksanaannya 

masih mempunyai kendala pada 

minimnya pelatih yang memiliki 

keahlian dalam mengajar peserta 

disabilitas sehingga berdampak pada 

proses yang seringkali penyandang 
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disabilitas mengalami kesulitan (Putri et 

al., 2024). 

Penelitian yang sudah dilakukan 

sebagian besar cenderung membahas 

pada hambatan ketenagakerjaan dan 

pelatihan kerja secara terpisah sehingga 

gambaran empiris terkait kondisi 

penyandang disabilitas pada tingkat 

daerah. Kebaruan penelitian ini terletak 

pada analisis secara simultan terhadap 

keterbatasan penyandang disabilitas 

dalam mengakses pekerjaan dan 

pelatihan kerja dengan memetakan 

berbagai hambatan yang dialami secara 

langsung oleh penyandang disabilitas di 

seluruh 17 kelurahan  di  Kota  

Magelang.  Kota 

Magelang pada dasarnya telah 

menunjukkan komitmen yang kuat 

terhadap upaya mewujudkan 

inklusivitas bagi penyandang 

disabilitas, baik melalui penyediaan 

fasilitas publik yang semakin ramah 

disabilitas maupun adanya dukungan 

dari berbagai lembaga sosial dan 

pemerintah daerah. Berbagai program 

pelatihan kerja juga telah mulai 

diarahkan untuk membuka kesempatan 

yang lebih luas bagi penyandang 

disabilitas agar dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan ekonomi. Namun 

demikian, dalam proses 

pelaksanaannya masih terdapat 

sejumlah tantangan yang perlu 

diperhatikan agar prinsip inklusi 

tersebut dapat berjalan secara optimal. 

Pentingnya analisis terhadap 

keterbatasan penyandang disabilitas 

dalam bekerja atau mengikuti pelatihan 

kerja di Kota Magelang dilakukan untuk 

mengetahui mengidentifikasi dan 

memahami berbagai faktor yang 

memengaruhi tingkat partisipasi mereka 

di dunia kerja. 

Melalui analisis ini diharapkan 

dapat diperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai tantangan serta 

peluang penguatan kebijakan dan 

program pelatihan kerja yang lebih 

inklusif. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis keterbatasan yang 

dihadapi penyandang disabilitas dalam 

bekerja dan mengikuti pelatihan kerja di 

Kota Magelang. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan 

bentuk-bentuk keterbatasan yang 

dialami penyandang disabilitas dalam 

bekerja atau mengikuti pelatihan kerja 

di Kota Magelang. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui 

survei [a5.1]yang disebarkan kepada 

penyandang disabilitas di 17 kelurahan 

di Kota Magelang dengan instrumen 

pertanyaan tertutup yang telah diuji 

vaiditas menggunakan validitas isi oleh 

expert judgement dan reliabilitas 

menggunakan  icc.  Teknik  

pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling, dengan kriteria 

responden merupakan penyandang 

disabilitas usia produktif yang memiliki 

pengalaman dalam mencari pekerjaan 

atau mengikuti pelatihan kerja. Jumlah 
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responden yang berhasil dikumpulkan 

sebanyak 257 orang. Data dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif yang menyajikan hasil dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi dan 

persentase untuk melihat 

kecenderungan hambatan yang 

dihadapi. Variabel hambatan meliputi 

aspek biaya, stigma sosial, kurangnya 

dukungan keluarga, aksesibilitas 

sekolah atau pelatihan, serta faktor lain 

yang berpengaruh terhadap partisipasi 

penyandang disabilitas dalam dunia 

kerja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Penelitian ini melibatkan 

sebanyak 257 responden penyandang 

disabilitas yang tersebar di 17 kelurahan 

di Kota Magelang. Berdasarkan hasil 

survei, sebanyak 101 responden 

(39,3%) menyatakan mengalami 

hambatan dalam bekerja maupun 

mengikuti pelatihan kerja, sedangkan 

156 responden (60,7%) menyatakan 

tidak mengalami hambatan yang berarti.

  

 

 
 

Hasil survei kepada penyandang 

disabilitas di Kota Magelang 

menghadapi beragam hambatan dalam 

bekerja maupun mengikuti pelatihan 

kerja. Hambatan yang paling dominan 

adalah aksesibilitas tempat kerja atau 

lembaga pelatihan, yaitu sebesar 29,7%. 

Hambatan ini mencakup keterbatasan 

sarana fisik yang ramah disabilitas, 

kesulitan transportasi menuju tempat 

pelatihan, serta kurangnya penyesuaian 

fasilitas pembelajaran dengan kebutuhan 

peserta disabilitas. 
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Selanjutnya hambatan dengan 

persentase tinggi lainnya adalah kategori 

lainnya sebesar 33,7%, yang meliputi 

faktor-faktor seperti kondisi kesehatan, 

keterbatasan alat bantu, serta kendala 

administratif atau komunikasi selama 

proses pelatihan dan rekrutmen kerja. 

Faktor biaya juga menjadi salah satu 

kendala penting (17,8%), di mana 

sebagian penyandang disabilitas 

mengaku kesulitan menanggung biaya 

transportasi, pendaftaran, maupun 

perlengkapan pelatihan. 

Sementara itu hambatan yang 

bersifat sosial seperti stigma masyarakat 

(6,9%) dan kurangnya dukungan 

keluarga (7,9%), menunjukkan bahwa 

meskipun jumlahnya tidak sebesar 

hambatan struktural, faktor sosial tetap 

memiliki pengaruh terhadap partisipasi 

penyandang disabilitas. Stigma sosial 

dapat menurunkan rasa percaya diri, 

sedangkan kurangnya dukungan 

keluarga dapat membatasi motivasi 

individu untuk mengikuti kegiatan 

pelatihan atau mencari pekerjaan. 

 

2. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyandang disabilitas di Kota 

Magelang masih menghadapi berbagai 

hambatan dalam bekerja maupun 

mengikuti pelatihan kerja. Hambatan 

tersebut bersifat multidimensional, 

mencakup faktor ekonomi, sosial, 

keluarga, dan struktural. Meskipun Kota 

Magelang telah berkomitmen menjadi 

kota inklusif, temuan ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat kesenjangan 

antara kebijakan inklusi ketenagakerjaan 

dan implementasi di lapangan. Temuan 

ini memperkuat pandangan (Vornholt et 

al., 2017) bahwa hambatan 

ketenagakerjaan penyandang disabilitas 

tidak hanya bersumber dari karakteristik 

individu, tetapi juga merupakan hasil 

interaksi antara faktor sosial, ekonomi, 

dan kelembagaan. Di Indonesia sendiri 

keikutsertaan penyandang disabilitas 

dalam ekonomi masih belum optimal, 

termasuk dalam memperoleh pekerjaan 

formal (Lasiyono et al., 2024). 

Sedangkan  keikutsertaan  penyandang 

disabilitas dalam dunia kerja merupakah 

salah satu parameter fundamental dalam 

mengukur inklusivitas suatu negara 

(Nashiha et al., 2025). Temuan 

mengenai adanya hambatan 

aksesibilitas, keterbatasan ekonomi, 

stigma sosial, serta kurangnya dukungan 

lingkungan memperkuat hasil penelitian 

Vornholt et al. (2017) yang menyatakan 

bahwa partisipasi kerja penyandang 

disabilitas dipengaruhi oleh interaksi 

antara faktor personal, lingkungan 

sosial, dan sistem kelembagaan. Selain 

itu, penelitian Lasiyono et al. (2024) 
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juga menunjukkan bahwa rendahnya 

keterlibatan penyandang disabilitas 

dalam sektor kerja formal di Indonesia 

masih menjadi persoalan yang berkaitan 

dengan keterbatasan kesempatan, akses, 

dan kesiapan lingkungan kerja. Dengan 

demikian, hasil penelitian di Kota 

Magelang memperlihatkan pola yang 

serupa dengan kondisi nasional, yaitu 

bahwa keberadaan regulasi dan 

kebijakan inklusif belum sepenuhnya 

menjamin terciptanya kesempatan kerja 

yang setara bagi penyandang disabilitas. 

Namun demikian, penelitian ini juga 

memberikan gambaran yang lebih 

spesifik mengenai konteks lokal Kota 

Magelang. Berbeda dengan beberapa 

penelitian terdahulu yang lebih banyak 

menyoroti hambatan penyandang 

disabilitas dalam skala nasional atau 

wilayah perkotaan besar, penelitian ini 

menunjukkan bahwa daerah yang telah 

memiliki komitmen sebagai kota 

inklusif tetap menghadapi tantangan 

dalam tahap implementasi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan 

kebijakan inklusi tidak hanya 

bergantung pada keberadaan regulasi, 

tetapi juga pada kesiapan institusi 

pelaksana, ketersediaan fasilitas 

pendukung, keterlibatan dunia usaha, 

serta penerimaan sosial masyarakat. 

Temuan ini memperluas pemahaman 

bahwa pembangunan kota inklusif 

membutuhkan pendekatan yang tidak 

hanya berbasis kebijakan, tetapi juga 

memastikan adanya perubahan praktik 

dan budaya dalam masyarakat. 

Hambatan aksesibilitas yang 

ditemukan dalam penelitian ini 

mencerminkan tantangan klasik dalam 

mewujudkan inklusi ketenagakerjaan. 

Aksesibilitas bukan hanya menyangkut 

infrastruktur fisik seperti transportasi 

publik atau fasilitas pelatihan yang 

ramah disabilitas, tetapi juga mencakup 

ketersediaan informasi yang mudah 

diakses, adaptasi materi pelatihan, serta 

kesiapan lembaga dalam menerima 

peserta disabilitas. Kenyataan yang 

terjadi dilapangan banyak 

ketidaksinambungan antara pemerintah 

dan juga perhatian dari masyarakat 

khususnya masyarakat untuk 

memperhatikan penyandang disabilitas 

menimbulkan hambatan atau kendala 

(Sukmawati, 2021). Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi akses pasar kerja 

formal bagi penyandang disabilitas yaitu 

faktor internal dan eksternal, faktor 

internal meliputi pendidikan formal, 

kualifakasi, keterampilan, dan 

kepercayaan diri, yang signifikan masih 

menjadi kendala dalam mengakses pasar 

kerja formal. Pada faktor eksternal, 

pemerintah telah menerapkan kuota 

penerimaan 2% di sektor negeri dan 

kuota penerimaan 1% di sektor swasta. 

Dari sisi pengusaha, pemberi kerja 

mengalami kesulitan untuk memetakan 

jenis pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan penyandang disabilitas 

(Utami & Afriyanti, 2025). Sebagian 

kecil perusahaan yang mempekerjakan 

penyandang disabilitas tetapi tidak bisa 

dipungkiri jauh lebih besar angka 

perusahaan yang tidak menerapkan 

peraturan tersebut dengan tidak 
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menerima pekerja penyandang 

disabilitas untuk dipekerjakan (Shaleh et 

al., 2018). Selain itu permasalahan 

diskriminasi dalam dunia kerja pada 

penyandang disabilitas masih dirasakan, 

yang  memunculkan  stigma  sosial 

terhadap penyandang disabilitas yang 

negatif. Stigma terhadap disabilitas 

sering kali membentuk persepsi negatif 

terhadap kemampuan individu, 

sehingga menghambat mereka

 untuk berpartisipasi aktif di 

masyarakat (Siregar & Purbantara, 

2020). Hambatan yang dialami 

penyandang disabilitas bukan berasal 

dari kondisi fisik atau mental semata, 

melainkan dari lingkungan sosial dan 

sistem yang belum sepenuhnya inklusif. 

Meskipun proporsi responden yang 

melaporkan hambatan sosial relatif 

kecil, keberadaan stigma dan kurangnya 

dukungan keluarga dapat menimbulkan 

dampak psikologis yang signifikan. 

Dalam konteks ini, dukungan sosial 

baik dari keluarga maupun lingkungan 

sekitar memiliki peran penting sebagai 

faktor pelindung yang dapat 

meningkatkan motivasi dan rasa 

percaya diri penyandang disabilitas 

(Salsabila & Rosida, 2023). 

Faktor ekonomi juga menjadi 

dimensi penting dalam analisis ini. 

Hambatan biaya yang dilaporkan oleh 

sebagian responden menunjukkan 

bahwa meskipun pelatihan kerja 

disediakan secara gratis, masih terdapat 

biaya tidak langsung yang harus 

ditanggung peserta, seperti transportasi, 

alat bantu, dan kebutuhan pendukung 

lainnya. Hal ini sesuai dengan temuan 

(Erissa & Widinarsih, 2022) yang 

menyebutkan bahwa keterbatasan 

dukungan finansial sering kali 

menyebabkan penyandang disabilitas 

tidak dapat menyelesaikan program 

pelatihan. 

Penelitian ini memiliki beberapa 

implikasi penting. Secara akademik, 

penelitian ini memberikan kontribusi 

terhadap kajian mengenai inklusi 

ketenagakerjaan penyandang disabilitas 

dengan memperlihatkan bahwa 

hambatan kerja tidak berdiri sendiri, 

melainkan terbentuk melalui hubungan 

antara faktor ekonomi, sosial, keluarga, 

dan struktural. Temuan penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya  yang 

 mengkaji implementasi 

kebijakan disabilitas di tingkat daerah. 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi Pemerintah Kota 

Magelang dalam melakukan evaluasi 

terhadap program pemberdayaan dan 

pelatihan kerja penyandang disabilitas, 

khususnya dalam aspek aksesibilitas, 

pendampingan peserta, serta 

keterhubungan antara program 

pelatihan dengan peluang kerja nyata. 

Selain itu, penelitian ini juga 

memberikan rekomendasi bagi lembaga 

pelatihan dan dunia usaha agar tidak 

hanya berfokus pada pemenuhan kuota 

tenaga kerja disabilitas, tetapi juga 

menciptakan lingkungan kerja yang 

mendukung keberlanjutan partisipasi 

mereka. 

Kota Magelang sendiri telah 
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menunjukkan komitmen terhadap 

inklusi sosial dengan adanya berbagai 

program pemberdayaan disabilitas, 

namun temuan ini mengindikasikan 

bahwa komitmen tersebut masih 

menghadapi kendala implementatif. 

Dengan memperkuat pemahaman 

masyarakat dan memperluas akses 

terhadap fasilitas yang inklusif, Kota 

Magelang dapat mempertegas posisinya 

sebagai salah satu daerah yang 

berkomitmen terhadap prinsip 

kesetaraan kesempatan. Upaya 

kolaboratif antara pemerintah, lembaga 

pelatihan, dunia usaha, dan komunitas 

penyandang disabilitas menjadi kunci 

untuk memastikan bahwa inklusi sosial 

tidak berhenti pada kebijakan, tetapi 

benar-benar terwujud dalam praktik 

kehidupan sehari-hari. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa penyandang disabilitas di Kota 

Magelang masih menghadapi berbagai 

hambatan dalam bekerja maupun 

mengikuti pelatihan kerja.  Hambatan  

tersebut  tidak  hanya disebabkan oleh 

keterbatasan individu, tetapi juga oleh 

faktor struktural, sosial, dan 

kelembagaan yang saling berkaitan. 

Hambatan yang paling menonjol adalah 

keterbatasan aksesibilitas terhadap 

fasilitas pelatihan dan pekerjaan, diikuti 

oleh faktor ekonomi seperti biaya 

transportasi dan perlengkapan 

pelatihan, serta hambatan sosial berupa 

stigma dan kurangnya dukungan 

keluarga. Sebagai kota yang telah 

berkomitmen menjadi kota inklusif, 

Kota Magelang memiliki fondasi yang 

kuat untuk terus memperkuat aspek 

aksesibilitas dan pemberdayaan 

ekonomi penyandang disabilitas. Upaya 

yang dapat dilakukan meliputi 

peningkatan sarana pelatihan kerja yang 

ramah disabilitas, pelibatan 

penyandang disabilitas dalam 

perencanaan kebijakan, serta penguatan 

edukasi publik untuk mengurangi 

stigma sosial. Pendekatan kolaboratif 

antara pemerintah, dunia usaha, 

lembaga pendidikan, dan masyarakat 

sipil menjadi kunci dalam mewujudkan 

lingkungan kerja yang adil dan setara 

bagi semua warga. 
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